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Dalam Qaniin Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat pada bagian
ketentuan umum Pasal 1 ayat 24 menegaskan bahwa Ikhtilar adalah perbuatan
bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan, dan berciuman
antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua
belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka. Berboncengan dengan lawan
jenis yang bukan mahramnya itu diperbolehkan. Hal ini dapat terwujud apabila
memenuhi beberapa syarat, yaitu Tidak terjadi Ikhtilar (persinggungan badan).
Dari latar belakang tersebut melahirkan dua rumusan masalah yaitu, bangaimana
ada terjadi Ikhtilar dalam operasional ojek online di Banda Aceh dan bagaimana
ketentuan Pasal 25 Qanan Aceh Nomor 6 Tahun 2014 terhadap Ikhtilat
operasional ojek online di Banda Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah
pendekatan kualitatif yang bersifat analisis deskriptif yaitu berupa kata-kata
tertulis atau lisan dari perilaku yang diamati terutama terkait dengan unsur pidana
Ikhtilar pada operasionalisasi ojek online. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui apakah ada terjadi Ikhtilar dalam operasional ojek online di Banda
Aceh dan untuk mengetahui ketentuan Pasal 25 Qanin Aceh Nomor 6 Tahun
2014 terhadap Ikhtilat operasional ojek online di Banda Aceh. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa, pertama dalam operasional ojek online di Kota Banda Aceh
tidak terdapat adanya unsur-unsur Ikhtilat dalam operasionalnya. Hal tersebut di
dasari pada peraturan setiap perusahaan bahwa dalam operasionalnya setiap driver
dilarang malakukan tindakan asusila dan harus menjunjung nilai-nilai keislaman.
Selain itu setiap driver harus dapat menjaga jarak dengan penumpang agar tidak
bersentuhan secara langsung atau berdempetan meskipun duduk berdekatan.
Kedua, apabila dilihat menurut perspektif Qaniin Aceh No.6 Tahun 2014 tentang
Jinayah, maka operasional ojek online di Kota Banda Aceh tidak termasuk kepada
perbuatan Ikhtilat, hal ini didasari pada tidak terdapat unsur-unsur yang dapat
dikatagorikan kepada perbuatan Ikhtilat dalam operasionlnya seperti bercumbu,
berciuman atau bepelukan yang disengaja.
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TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 158 Tahun 1987 — Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan
No | Arab Latin Ket No | Arab | Latin Ket
Tidak t dengan titik
1 | dilamban 16 b t di bawahnya
gkan
o 5 z dengan titik
¢ ’ 2 & < di bawahnya
3 < t 18 g ‘
. ) s dengan titik .
4 S di atasnya 5 < g
5 a J 20 o f
h dengan titik .
61 ¢ b | Gibawahnya | 2 | 9 q
7 ¢ kh 22 d k
8 3 d 23 J I
9 4 5 z g(_angan titik 24 . m
i atasnya
10 J r 25 O n
11 J z 26 3 W
12 sy S 27 > h
13 Ul sy 28 s ’
s dengan titik
14 e . di bawahnya = ¢ y
. d dengan titik
15 b d di bawahnya
2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a.

Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat,

transliterasinya sebagai berikut:




Tanda Nama Huruf Latin
Fathah A
Kasrah !
Dhammah U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan L Gabungan
Huruf Huruf
Tle Fathah dan ya Ai
b Fathah dan il
wau
Contoh:
s kaifa Js2 :haula
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf dan
) Fathah dan alif A
&/
i atau ya
[T Kasrah dan ya I
o Dammah dan waw U
Contoh:
J&  :qala




40 rama
Ja s qila
Jds& I yaqiilu

. Ta Marbutah (3)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Tamarbutah (&) hidup
Ta marbutah (3) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan
dammah, transliterasinya adalah t.

b. Tamarbutah (s) mati
Ta marbutah (®) yang mati atau mendapat harkat sukun,
transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (3) diikuti oleh
kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu
terpisah maka ta marbutah (3) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:
JukY) Ay, : raudah al-agfal/ raudatul agfal

59iall Aaall  : al-Madinah al-Munawwarah/
al-Madinatul Munawwarah
dall : Talhah

Catatan:
Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa
transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama
lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn
Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia,
seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa

Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.
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BAB SATU
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Syari’at Islam telah mengatur tata cara bergaul yang baik dan batasan-
batasan dalam pergaulan, baik antar individu maupun kelompok, baik sesama
jenis maupun lawan jenis. Ada batasan-batasan yang kuat dalam syari’at Islam.*
Islam melarang wanita muslimah menerima tamu laki-laki yang bukan muhrim di
rumahnya saat suaminya sedang pergi atau tidak berada di rumah, walaupun laki-
laki tersebut sudah begitu akrab dengan suaminya atau keluarganya.? Tidak
diperbolehkan pula bagi seorang muslim atau muslimah berkumpul dengan
pemuda atau pemudi lain yang bukan mahramnya. Syari’at Islam juga sangat
mengatur bagaimana kehati-hatian dalam sebuah pergaulan, yaitu memelihara
pandangan. Biasanya sering terjadi zina mata atau pandangan-pandangan yang
tidak dibatasi oleh iman. Dari pandangan tersebut nantinya akan menjurus kepada
perzinaan dan kedurhakaan.®

Di zaman ini, berbagai bentuk pergaulan sesama manusia banyak yang
menyimpang dan melewati batasan syari’at Islam seperti lkAtilat . Dasar hukum
sanksi bagi pelaku Zkhtilar tidak disebutkan secara spesifik di dalam al-Qur’an dan

hadis, melainkan hanya ancaman dan larangannya saja. Tetapi dalam Islam jika

! Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996),
him. 898.

Anis Muayyanah, Analisis Terhadap Sanksi Ikhtilat Dalam Qaniin Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah, mahasiswa Jurusan Jinayah
Siyasah Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2017,
him.2.

%Juhaya S. Praja, Tafsir Hikmah Seputar Ibadah, Muamalah, Jin dan Manusia, (Bandung:
Remaja Rosda Karya, 2000), him. 321



suatu perbuatan itu haram maka diharamkan juga jalan-jalan yang bisa membawa
kepada perbuatan haram tersebut, seperti Zkhtilar ini diharamkan karena bisa
membawa kepada perbuatan zina. Sebagaimana firman Allah di bawah ini.
P _ _ e
Sl 1L Ko 56 ) T 140785 Vs
Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu
perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Isra’: 32).
Dijelaskan bahwa larangan untuk mendekati zina, karena zina merupakan
perbuatan yang keji. Maka hal-hal yang menyebabkan atau mendekati terhadap
hal tersebut juga dilarang. Yang dimaksud dengan mendekati perbuatan zina ialah,
bahwa dekat bermakna pendek, hampir, rapat, dan tidak jauh jaraknya antara yang
satu dengan yang lain. Mendekati berarti menghampiri atau hampir sampai.*
Sedangkan Zkhtilar merupakan perbuatan yang hampir sampai pada perbuatan zina
karena bermakna mendekati dan dekat dengan zina. Maka Ikhtilat dengan lawan
jenis yang bukan mahram itu dilarang melihat bahaya yang timbul dari perbuatan
tersebut, yaitu menjadi jalan mudah untuk kemaksiatan-kemaksiatan lain yang
merusak akhlak, seperti memandang aurat, terjadinya pelecehan seksual dan yang
paling parah adalah terjadinya perzinaan.
Dalam buku Neng Djubaedah dengan judul “Perzinaan dalam Peraturan
Perundang-Undangan di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam” menyebutkan,
kasus Zkhtilat ini banyak terjadi di Aceh. Hal ini didasarkan kepada realita dalam

masyarakat yang tidak malu melakukan perbuatan bermesraan di depan umum,

*Muhammad Abduh Malik, Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP, (Jakarta:
Bulan Bintang, 2003), him. 9.



bahkan di dalam kendaraan umum sekalipun, baik oleh laki-laki dengan
perempuan maupun oleh orang-orang yang sejenis kelamin.®

Oleh sebab itu pemerintah Aceh membuat peraturan baru yaitu Qaniin
Provinsi Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayah yang didalamnya
mengatur tentang Ikhtilat. Pemberlakuan syari’at Islam di Provinsi Aceh
didasarkan pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Keistimewaan di Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh
sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam Pasal 25 ayat (1) dan (2)
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dijelaskan peradilan syari’at Islam di
Aceh sebagai bagian dari sistem peradilan nasional yang dilakukan oleh
Mahkamah Syar’iyah dengan kewenangan didasarkan atas syari’at Islam diatur
lebih lanjut dengan Qaniin Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari’at
Islam.®

Dalam Qaniin Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah pada bagian
ketentuan umum Pasal 1 ayat 24 menegaskan bahwa Ikhtilar adalah perbuatan
bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan, dan berciuman
antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua
belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.” Sedangkan dalam pasal 25

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan:

*Neng Djubaedah, Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia
Ditinjau dari Hukum Islam, (Jakarta : Kencana, 2010), him. 108

®Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah, (Jakarta:
Prenadamedia Group, 2016), him. 13.

"Lihat Ketentuan Umum Qaniin Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah.



Ayat (1)

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilat , diancam

dengan ‘Ugitbat cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda

paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama

30 (tiga puluh) bulan.

Ayat (2)

Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan

fasilitas atau mempromosikan Jarimah /Zkhtilat, diancam dengan ‘Ugiibat

Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda

paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau

penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Di dalam hukum pidana Indonesia menganut salah satu asas hukum yaitu
“lex specyalist derogat legi generalis” yang berarti “aturan hukum yang khusus
lebih diutamakan daripada hukum yang umum”.® Asas ini juga berlaku dalam
Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, yaitu dalam Qaniin
Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah. Hal ini di tegaskan dalam
pasal 72 Qantn Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah yang
menyebutkan bahwa:

“Dalam hal ada perbuatan Jarimah sebagaimana diatur dalam Qaniin ini

dan diatur juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau

ketentuan pidana di luar KUHP, yang berlaku adalah aturan Jarimah

dalam Qaniin ini”.

Di dalam Islam, berboncengan dengan lawan jenis yang bukan mahram
terjadi ketika zaman Rasulullah, yaitu ketika Rasulullah Saw membawa Asma‘ra.
(adik ipar Nabi) di Madinah, tatkala dia memikul beban yang berat di atas

kepalanya. Maka, Rasulullah Saw hendak merundukkan untanya agar bisa dinaiki

¥Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), him. 112.



Asma’, namun Asma’ lebih suka melanjutkan perjalanannya, dengan tidak menaiki

(unta Nabi).

Dalam hal ini, imam al-Bukhari telah meriwayatkan dalam hadisnya.

ul’c {is\ Sy Sk dﬁs ﬁ)s g"j L Jm\ L
. o, “-'“55

AS ey D B E TEM G L
(sl ol g ) ot Ll
Artinya: Saya pernah membawa benih dari tanah az-Zubair (suami saya), yang
telah diberikan oleh Rasulullah saw., dipanggul di atas kepala saya...
sampai pernyataan beliau: Kemudian, Rasulullah saw. berkata: Ikh, ikh
agar beliau bisa membonceng saya di belakangnya, tetapi saya merasa

malu. (H.R.Bukhari).’

Dari hadits tersebut,dapat ketahui bahwa di atas unta itu ada punuk,
dimana yang pertama bisa dinaiki oleh seseorang, setelah itu berikutnya bisa
dinaiki di belakangnya, sementara orang yang kedua tidak harus menyentuh orang
yang pertama. Punuk tadi ada di antara kedua orang tersebut. Orang yang kedua
pun bisa memegang punuk tadi, sesuka hatinya. Dengan kata lain, unta itu
merupakan kendaraan yang memungkinkan untuk dinaiki dua orang, di mana satu
sama lain tidak harus saling berpegangan.

Dari penjelasan di atas, berboncengan dengan lawan jenis yang bukan
mahramn yaitu diperbolehkan. Hal ini dapat terwujud apabila memenuhi beberapa
syarat, yaitu:

1. Tidak terjadi Ikhtilat (persinggungan badan).

2. Tidak terjadi khalwat (berkumpulnya laki-laki dan wanita di tempat sepi

°Al Imam Bukhari, Shohih Al Bukhari, (Al Azhar Mesir, Maktabah Salafiyah Qohiroh,
1400 H), cet.1, juz.3, no. 5224, him.393.



yang menurut kebiasaan umum sulit terhindar dari perbuatan yang
diharamkan).

3. Tidak melihat aurat selain dalam kondisi dan batas-batas yang
diperbolehkan syara’.

4. Tidak terjadi persentuhan kulit.

5. Sedang bepergian bagi wanita untuk kepentingan ziarah atau yang lain
menurut satu pendapat diperbolehkan, meski tidak disertai mahram apabila

aman dari fitnah (hal-hal yang diharamkan).*°

Selanjutnya, berboncengan dengan lawan jenis di zaman sekarang tidak
bisa dihindari dan lumrah terjadi. Naik motor menjadi pilihan karena praktis dan
lebih cepat. Tidak jarang, seseorang yang punya kendaraan menawarkan bantuan
untuk membonceng teman ataupun tetangganya. Pada dasarnya, niat menolong
sangat baik daripada membiarkan teman berjalan kaki atau naik bus. Menurut
Badriyah Fayumi, pengasuh Pondok Pesantren Mahasina, Bekasi, Jawa Barat,
apabila ada niat atau motif yang tidak diinginkan atau ada tujuan yang tidak baik,
jelas itu haram. Sebaliknya, jika sudah menjadi pasangan suami istri,
berboncengan itu berpahala. Selain itu, Badriyah juga mengatakan, kalau
misalnya boncengan untuk pergi ke suatu tempat seperti tempat kerja, harus ke
sekolah, atau harus ke rumah sakit, dan kemudian memang itu sarana transportasi
yang bisa kita pakai, maka dibolehkan dengan ketentuan harus menjaga koridor-
koridor syariat. Menurutnya, koridor tersebut meliputi tidak berdekatan,

berdempetan secara fisik, apalagi dengan diiringi syahwat. Kemudian, lalui jalan-

1%/ivanews, Wanita Juga Dilarang Naik Ojek. Diakses di internet pada tanggal 8
September 2018 dari situs: http: //m.life.viva.co.id.




jalan yang dilihat banyak orang dan pastikan tidak terjadi fitnah selama
perjalanan. Jadi hukum itu tergantung situasi dan kondisinya.**

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis memandang bahwa kondisi
tersebut perlu diteliti lebih jauh, yang berkenaan dengan unsur pidana terhadap
perbuatan Zkhtilar pada operasionalisasi ojek. Hal ini penulis rangkum dalam
penelitian dengan judul Unsur-Unsur Pidana Ikhtilar Pada Operasionalisasi
Ojek Online di Banda Aceh (Kajian Pasal 25 Qaniin Jinayah Nomor 6 Tahun

2014).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka menjadi rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah:
1. Bagaimana ada terjadi Zkhtilar dalam operasional ojek online di Banda Aceh?
2. Bagaimana ketentuan Pasal 25 Qanin Aceh Nomor 6 Tahun 2014 terhadap

Ikhtilat operasional ojek online di Banda Aceh?

1.3. Tujuan Penelitian
Sehubungan dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari
penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui bagaimana ada terjadi /khtilar dalam operasional ojek

online di Banda Aceh.

Tim Detik Ramadhan, Tanya Jawab Islam: Dibonceng Pria Bukan Mahram, Bagaimana
Hukumnya?. Diakses di internet pada tanggal 8 September 2018 dari situs: https://news.detik.com




2. Untuk mengetahui ketentuan Pasal 25 Qaniin Aceh Nomor 6 Tahun 2014
terhadap Zkhtilar operasional ojek online di Banda Aceh.
1.4. Penjelasan Istilah
Untuk menghindari kesalahpahaman penafsiran dalam penelitian ini, maka
didefinisikan istilah-istilah penting yang menjadi pokok pembahasan utama, di

antaranya yaitu:

1.4.1. Pidana

Pidana merupakan terjemahan dari perkataan straf dalam Bahasa Belanda.
Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat juga banyak menggunakan istilah
“hukuman” sebagai terjemahan dari perkataan straf. Menurut Sudarto terdapat
perbedaan antara istilah hukuman dan pidana. Istilah hukuman mengandung
pengertian umum sebagai sanksi yang dengan sengaja ditimpakan kepada
seseorang yang telah melakukan pelanggaran hukum, baik hukum pidana maupun
hukum perdata, sedangkan istilah pidana merupakan suatu pengertian yang khusus
yang berkaitan dengan hukum pidana. Artinya, dalam hal terjadi pelanggaran
terhadap ketentuan-ketentuan hukum pidana. Maka kepada pelaku dapat
dikenakan sanksi berupa pidana.*?

Pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti
hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada
seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak

sehari-hari dilimpahkan. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, pidana adalah

?’Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, (Alumni,
Bandung, 2005), him.12



penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan
yang memenuhi syarat-syarat tertentu.™®

Menurut Simon pidana adalah suatu penderitaan yang ditimpakan kepada
seseorang. Penderitaan tersebut oleh undang-undang pidana dikaitkan dengan
telah terjadinya pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan
hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.™

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa pidana merupakan
sebagai aturan hukum, yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenubhi
syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Dengan perbuatan yang
memenuhi syarat-syarat tertentu itu dimaksudkan perbuatan yang dilakukan oleh
orang, yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan semacam itu
dapat disebut perbuatan yang dapat di pidana atau disingkat perbuatan jahat

(verbrechen atau crime).

1.4.2. Ikhtilat
Ikhtilat menurut bahasa adalah bercampurnya sesuatu dengan sesuatu.
Sedangkan secara istilah Zkatilatr artinya adalah bertemunya laki-laki dan
perempuan (yang bukan mahramnya) di suatu tempat secara campur baur dan
terjadi interaksi di antara laki-laki dan wanita itu (misal bicara, bersentuhan,

berdesak-desakan, dan lain sebagainya).*®

Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung: Alumni, 1998),
him. 2

“Ibid, him. 13.

BTagiyuddin An Nabhany, Sistem Pergaulan Pria dan Wanita Dalam Islam, (Bogor:
Thariqul 1zzah, 1998), him. 15



10

Ikhtilat merupakan suatu bentuk perbuatan berupa bercumbu, bersentuhan,
berpelukan dan berciuman yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah
pihak. Bila perbuatan tersebut diluar kerelaan akan menjadi Jarimah pelecehan
seksual.*®
Sedangkan menurut Qaniun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang jinayah
dalam Bab 1 ketentuan umum Pasal 1 butir (24) menjelaskan mengenai Ikhtilat
yaitu merupakan suatu perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-
sentuhan, berpelukan, berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan
suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau
terbuka.'’

Oleh karena itu maka dapat disimpulkan bahwa Ikhtilat merupakan suatu

perbuatan bermesraan atau percumbuan yang dilakukan antara laki-laki dan

perempuan yang bukan muhrim di tempat umum.

1.4.3. Ojek Online
Ojek menurut J.S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain dalam Kamus
Umum Bahasa Indonesia, adalah sepeda motor yang dibuat menjadi kendaraan
umum untuk memboncengi penumpang ketempat tujuannya.®
Berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan, menyatakan bahwa “sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua

dengan atau tanpa rumah-rumah”. Ojek merupakan sarana transportasi darat yang

'°Syahrizal Abbas, Magashid Al-syariah dalam Hukum Jinayah di Aceh, (Banda Aceh:
2015), him.82-83.

YPemerintah Aceh, Qaniin Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Qaniin Jinayah (Lembaran
Aceh Tahun 2014 Nomor 7).

18).5.Badudu dan Sutan Mohammad, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT.
Integraphic, 1994), him. 48.
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menggunakan kendaraan roda dua (sepeda motor) untuk mengangkut penumpang
dari satu tujuan ke tujuan lainnya kemudian menarik bayaran.

Peter Salim dan Yenny Salim menyebutkan bahwa ojek adalah sepeda atau
sepeda motor yang disewakan dengan cara memboncengkan penyewanya.™
Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa ojek dapat diartikan sebagai
sarana transportasi informal menggunakan sepeda motor, yang dapat digunakan
untuk memindahkan atau mengangkut manusia maupun barang berdasarkan
kesepakatan antara pengguna dan pengendara, sesuai dengan keinginan dari

penggunanya.

1.4.4. Qaniin Jinayah

Secara bahasa, Qanun di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikenal
dengan nama: Kanun, yang artinya adalah : undang-undang, peraturan, kitab
undang-undang, hukum dan kaidah.?

Secara terminologis, Qanun dapat diartikan sebagai bentuk hukum
nasionalyang telah menjadi legal formal. Artinya hukum yang telah memiliki
dasar danteori yang dengan matang dengan melalui dua proses, yaitu proses
pembudidayaan hukum dan diformalkan oleh lembaga legislatif. Dengan kata lain
Qanun merupakan hukum positif yang berlaku pada suatu negara yang dibuat oleh

pemerintah, sifatnya mengikat dan ada sanksi bagi yang melanggarnya.**

Ypeter Salim dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Integraphic, 1991),
him. 38.

“pysat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan
Kebudayaan, Kamus Besar Bahasalndonesia, (Balai Pustaka, Jakarta), him. 442

*'Ujang Sutaryat, Metodologi Penelitian Qaniin dan Syaria’h, (Jakarta: Gema Insani
Press, 2003), ha. 1 43.
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Sedangkan jinayah secara khusus mengatur tentang, pencegahan tindak
kejahatan yang dilakukan manusia dan sanksi hukuman yang berkenaan tentang
kejahatan. Tujuan umum dari ketentuan yang ditetapkan Allah SWT adalah
mendatangkan kemaslahatan umat manusia, baik mewujudkan keuntungan dan
mamfaat bagi manusia, maupun menghindarkan kerusakan dan kemudaratan dari
manusia.”

Menurut media BBC, Qanan jinayah adalah sebuah hukum pidana
terpadu, berbeda dengan Qaniin-Qanin sebelumnya yang terpisah-pisah. Sebelum
ini, hukum syariat di Aceh mencakup tiga perkara, khalwat (mesum), khamr
(alkohol) dan maisir (perjudian).?

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa Qaniin jinayah adalah
peraturuan yang dibuat oleh pemerintah guna dijalankan oleh masyarakat demi
kelangsungan syariat yang berbasis agama Islam yang diterapakan di daerah

tersebut.

1.5. Kajian Pustaka

Penulis telah melakukan riset literatur dan berdasarkan penelitian penulis
mendapatkan karya ilmiah yang berkenaan dengan masalah yang penulis teliti.
Namun dengan demikian, karya-karya ilmiah tersebut tidak mengajukan rumusan
masalah yang sama dan tidak perspektif yang sama seperti penulis ajukan dalam
penelitian ini. Dari berbagai riset hanya ada satu kajian yang penulis temukan

terkait dengan unsur pidana Ikhtilat pada kendaraan yang bukan non muhrim,

22 Amir, Syarifuddin, Garis-Garis Besar Figh,(Jakarta: Kencana, 2003), hal. 254.
2°BBC, Perda Jinayah Aceh terus dikecam. Diakses di internet pada tanggal 31 Oktober
2018 dari situs: https://www.bbc.com/
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yaitu skripsi yang ditulis oleh Asmahady, mahasiswa Prodi Perbandingan Mazhab
Figih Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah danHukum,
Uin Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2014 dengan judul, “Berboncengan Lawan
Jenis Yang Bukan Mahram (Perspektif Bahtsul Masa’il Forum Musyawarah
Pondok Pesantren Putri (FMP3) Se-Jawa Timur)”, menjelaskan tujuan dari hasil
bahtsul masa’il bukanlah bagaimana Islam memandang suatu permasalahan dari
satu sisi saja. hasil bahtsul masail tersebut tidak benar-benar melarang atau
mengharamkan berboncengan denganbukan mahramnya, akan tetapi tujuannya

yaitu mencegah terjadinya suatu hal yang tidak diinginkan yang ada dimasyarakat.

1.6. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian
yang tidak menggunakan perhitungan.?* atau diistilahkan dengan penelitian ilmiah
yang menekankan pada karakter alamiah sumber data. Sedangkan penelitian
kualitatif menurut Sukmadinata yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk
mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap,
kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok.?
Jenis penelitian ini adalah kajian terhadap Qantin jinayah, karena penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat analisis-deskriptif yaitu berupa
kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku yang diamati terutama terkait dengan

unsur pidana Ikhtilat pada operasionalisasi ojek.

**Lexi J, Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosda
Karya, 2002), him. 2

%> Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya, 2007), him. 60
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1.6.1. Lokasi Penelitian
Lokasi atau obyek dalam penelitian ini berada di wilayah Kota Banda
Aceh Dengan demikian penulis menganggap lokasi ini sudah strategis-
representatif untuk melakukan penelitian sesuai dengan judul. Adapun sasaran
dari objek penelitian ini adalah:
1. Kantor Ojek di Banda Aceh
2. Akademisi

3. Tokoh masyarakat.

1.6.2. Sumber Data.

Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa
sesuatu hal yang diketahui atau yang dianggap atau anggapan. Atau suatu fakta
yang digambarkan lewat angka, simbol, kode, dan lain-lain.® Data penelitian
dikumpulkan baik lewat instrumen pengumpulan data, observasi, wawancara
maupun lewat data dokumentasi. Sumber data secara garis besar terbagi ke dalam
dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama melalui
prosedur dan teknik pengambilan data yang dapat berupa interview,
observasi, maupun penggunaan instrumen pengukuran yang khusus

dirancang sesuai dengan tujuannya.

%|gbal hasan, Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2002),
him. 82
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2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung yang
biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi.?’

Ketepatan dan kecermatan informasi mengenai subyek dan variabel
penelitian tergantung pada strategi dan alat pengambilan data yang dipergunakan.
Hal ini pada akhirnya akan ikut menentukan ketepatan hasil penelitian. Menurut
Lofland, sebagaimana yang dikutip oleh Moleong menyatakan bahwa ‘“sumber
data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya
adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain”. Jadi, kata-kata dan tindakan
orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama dan

dokumen atau sumber tertulis lainnya merupakan data tambahan.?

1.6.3. Metode Pengumpulan Data

Dalam hal ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai
berikut:

1. Observasi.
Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-
fenomena yang diselidiki. Metode observasi menurut Mardalis adalah
hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari
adanya suatu rangsangan tertentu yang diinginkan, atau suatu studi yang
disengaja dan sistematis tentang keadaan atau fenomena sosial dan gejala-

gejala psikis dengan jalan mengamati dan mencatat.”® Data yang telah

'saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2005), him. 36

®Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, (Bandung: Remaja Rosdakarya,
2011), him. 18

*Mardalis, Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta: Bumi Aksara,
1995), him. 63
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dikumpulkan diolah dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif, yaitu
menyajikan data secara rinci serta melakukan interpretasi teoritis sehingga
dapat diperoleh gambaran akan suatu penjelasan dan kesimpulan yang
memadai.
2. Wawancara/ Interview
Metode wawancara atau interview adalah suatu metode yang dilakukan
dengan jalan mengadakan jalan komunikasi dengan sumber data melalui
dialog (tanya-jawab) secara lisan baik langsung maupun tidak langsung.
Lexy J Moleong mendefinisikan wawancara sebagai percakapan dengan
maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu
pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyan dan yang
diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan
itu. Dalam hal ini peneliti akan menggunakan metode wawancara
langsung dengan subjek informan. Disamping itu untuk memperlancar
proses wawancara dalam hal ini peneliti akan menggunakan metode
wawancara langsung dengan subjek informan. Peneliti menggunakan
Wawancara/ interview tak terstruktur yaitu wawancara yang bentuk
pertanyaannya bebas (pertanyaan langsung tanpa daftar yang telah disusun
sebelumnya).
3. Metode Dokumentasi.
Dokumen barang yang tertulis. Di dalam memakai metode dokumentasi

peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah,

*Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, (Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2011), him. 135
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dokumen, peraturan-peraturan, dan lain sebagainya. Dalam pengertian
yang lebih luas, dokumen bukan hanya yang berwujud lisan saja, tetapi
dapat berupa benda-benda peninggalan seperti prasasti dan simbol-

simbol. %

1.6.4. Analisis Data.

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke
dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan
dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.** Pengelolaan
data atau analisis data merupakan tahap yang penting dan menentukan. Karena
pada tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil
menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang diinginkan dalam penelitian.

Dalam menganalisis data ini, penulis menggunakan tehnik analisis
deskriptif kualitatif, dimana tehnik ini penulis gunakan untuk menggambarkan,
menuturkan, melukiskan serta menguraikan data yang bersifat kualitatif yang

telah penulis peroleh dari hasil metode pengumpulan data.

1.7. Sistematika Pembahasan

Dalam memudahkan para pembaca untuk memahami isi penulisan skripsi
ini,penulis akan menguraikan sistematika pembahasan terkait judul yang dibahas.
Pembahasan dalam skripsi ini di bagi empat bab, masing-masing mempunyai

kaitan erat satu sama lainya.

$1Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rieneka
Cipta, 1991), him. 102
*1bid, him. 103
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Bab satu, pendahuluan terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan
Masalah, Tujuan Penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian Pustaka, Metode Penelitian
dan Sistematika Pembahasan.

Bab dua, Tinjauan Umum Ikhtilat Dan Sanksinya Dalam Qaniin Aceh
Nomor 6 Tahun 2014, terdiri dari Pengertian Ikhtilat , Dasar Hukum Bagi Pelaku
Ikhtilat , Unsur-Unsur Ikhtilat , Kategori Ikhtilat Berdasarkan Qantn Jinayah dan
Penerapan Qaniin Nomor 6 Tahun 2014 di Aceh.

Bab tiga, Unsur-Unsur Ikhtilat Pada Operasionalisasi Ojek Online Di
Banda Aceh, terdiri dari Ikhtilat Dalam Perspektif Qanan Aceh Nomor 6 Tahun
2014, Ikhtilat Dalam Perspektif Akademisi, Ketentuan Standar Operasional Ojek
Online di Banda Aceh.

Bab empat merupakan penutup terdiri dari kesimpulan dan saran-saraan.



BAB DUA

TINJAUN UMUM IKHTILAT DAN SANKSI DALAM QANUN ACEH
NOMOR 6 TAHUN 2014

2.1. Pengertian Ikhtilat

Hukum Islam telah mengatur etika dalam pergaulan muda mudi dengan
baik, cinta dan kasih sayang laki-laki dan perempuan adalah fitrah manusia yang
merupakan karunia Allah. Secara umu Islam tidak melarang pergaulan antara laki-
laki dan perempuan, besar dan kecil, kaya miskin, orang berpangkat dan tidak,
orang merdeka dan budak, dan lain-lain. Hanya saja, Islam memberikan batasan-
batasan yang dipandang sangat perlu demi terpeliharanya kehormatan masing-
masing.’ Islam melarang setiap perbuatan yang mengarah kepada perbuatan zina
dan hal tersebut salah satunya adalah perbuatan Zkhtilat.?

Secara terminologi, ikhtila merupakan berbaurnya seorang laki-laki dan
seorang perempuan yang bukan mahram atau berbaurnya kaum laki-laki dan
kaum perempuan yang bukan mahram di suatu tempat yang memungkinkan
mereka untuk saling berhubungan, baik dengan pandangan, isyarat, ataupun
pembicaraan.® Menurut Djamaluddin, ikhtilas adalah bercampurnya laki-laki dan
wanita hingga terjadi pandang memandang, bersentuhan, dan berjabat tangan.*

Menurut Abu al-Ghifari, ikhtilat adalah campur baurnya antara laki-laki dan

1 H. Asyhari Abdul Ghofar, Islam dan Problema Sosial Sekitar Pergaulan Muda-Mudi,
(Jakarta: Akademika Pressindo: 2000),hlm 6-7.

2 Ahmad Al Faruqy, Qaniin Khalwat dalam Pangkuan Hakim Mahkamah Syar’iyah,
(Banda Aceh: Gen, 2011), him.42.

% Ibrahim al-Jarullah, Hak dan Kewajiban Wanita Muslim: Menurut al-Quran dan al-
Sunnah, (Terj: Abdul Ghoffar), (Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i, 2005), hlm. 41: Li Partic, Jilbab
Bukan Jilboob, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, tt), him. 89.

4 Djamaludin Arra’uf bin Dahlan, Aturan Pernikahan dalam Islam, (Jakarta: JAL
Publising, 2011), him. 31.

19



20

perempuan yang bukan mahram baik dalam pertemuan resmi atau sekedar
“ngobrol bareng”.’

Ikhtilat menurut bahasa adalah bercampurnya sesuatu dengan sesuatu.
Sedangkan secara istilah Zkhtilar artinya adalah bertemunya laki-laki dan
perempuan (yang bukan mahramnya) di suatu tempat secara campur baur dan
terjadi interaksi di antara laki-laki dan wanita itu (misal bicara, bersentuhan,
berdesak-desakan, dan lain sebagainya).®

Ikhtilar merupakan suatu bentuk perbuatan berupa bercumbu, bersentuhan,
berpelukan dan berciuman yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah
pihak. Bila perbuatan tersebut diluar kerelaan akan menjadi Jarimah pelecehan
seksual.’

Sedangkan menurut Qantin Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang jinayah
dalam Bab 1 ketentuan umum Pasal 1 butir (24) menjelaskan mengenai Ikhtilat
yaitu merupakan suatu perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-
sentuhan, berpelukan, berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan
suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau
terbuka.?

Beberapa rumusan tersebut tampak mirip, intinya bahwa ikhtilat mengarah
pada tindakan atau keadaan bercampur baur antara laki-laki dengan perempuan

yang bukan mahram, dan sangat dimungkinkan antara masing-masing saling

% Abu al-Ghifari, Figih Remaja Kontemporer, (Bandung: Media Qalbu, 2005), him. 31.

® Tagiyuddin An Nabhany, Sistem Pergaulan Pria dan Wanita Dalam Islam,(Bogor:
Thariqul 1zzah, 1998), him. 15.

” Syahrizal Abbas, Magashid Al-syariah dalam Hukum Jinayah di Aceh, (Banda Aceh:
2015), him.82-83.

® Pemerintah Aceh, Qaniin Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Qaniin Jinayah (Lembaran
Aceh Tahun 2014 Nomor 7).
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berinteraksi, yang direpresentasikan dalam bentuk tatap muka, sentuhan, dan
pembicaraan. Definsi menurut Qanun Jinayat Aceh di atas dikhususkan bahwa
ikhtilat diartikan berbaur namun dengan Kkriteria bermesraan, bercumbu,
bersentuhan, dan tindakan lain berupa kemaksiatan. Tempatnya bisa dalam ruang
terbuka ataupun tertutup.

Oleh karena itu maka dapat disimpulkan bahwa IkhAtilat merupakan suatu
perbuatan yang mendekati perbuatan zina seperti bermesraan atau percumbuan
yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim di tempat
umum,

Pada dasarnya Islam dengan tegas melarang melakukan perbuatan zina.
Sememtara /lkhtilar dan khalwat merupakan salah satu jalan atau peluang untuk
terjadinya zina, maka Zkhtilar juga termaksuk salah satu Jarimah (perbuatan
pidana) dan diancam dengan 'Ugiibat ta zir, artinya negara atau pemerintah harus
berjaga-jaga untuk mengantisipasi tidak terjadinya perzinaan, yaitu dengan cara
adanya larangan Zkhtilat dan khalwat.’

Pergaulan antar manusia, antar suku dan antar bangsa memang dianjurkan,

bahkan menjadi sistem pergaulan dalam Islam seperti firman Allah SWT:
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“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-
laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa

® Ahmad Al Farugy, Qanin Khalwat dalam Pangkuan Hakim Mahkamah Syar’iyah,
(Banda Aceh: Gen, 2011) him.41.



22

dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya
orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang
paling tagwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi
Maha Mengenal”.(QS. Al-Hujuraat: 13).

Pada umumnya perbuatan [lkhtilar dan khalwat termaksuk salah satu
perbuatan mungkar yang dilarang dalam syari’at Islam dan bertentang pula
dengan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat Aceh karena perbuatan
tersebut dapat menjeremuskan seseorang kepada perbuatan zina. Larangan
perbuatan khalwat termaksud ke dalam delik formil, artinya sepanjang seseorang
telah melakukan perbuatan berdua-duaan yang bukan muhrim, walaupun tidak
berakibat berbuat zina atau perbuatan tercela lainnya tetap saja dilarang,
sedangkan pada delik materil harus jelas tentang akibat dari pada perbuatan
tersebut.'

Sedangkan /khtilar merupakan suatu perbuatan yang sudah sangat jelas
bagaimana bentuk dari pada perbuatan itu, karena pada dasarnya dalam Zkhtilat
tidak hanya dijelasakan mengenai perbuatan berdua-dua saja, akan tetapi juga
bentuk perbentukan tercela lain, yaitu perbuatan bersentuh-sentuhan, berpelukan,
dan berciuman antara laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini disebut dengan delik
materil, karena pada delik tersebut sudah jelas akibat dari pada perbuatan Zkhtilat
itu.

Ikhtilar termasuk dalam katagori tindak pidana ta’zir, dimana tindak
pidana diancam dengan satu atau beberapa hukuman fazir. Yang dimaksud
dengan fa zir adalah ta’dib, yaitu memberikan pendidikan (pendisipinan). Hukum

Islam tidak menentukan macam-macam hukuman untuk tiap-tiap tindak pidana

O1bid, him. 40.
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ta’zir, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan
sampai yang paling berat. Dalam hal ini, hakim diberi kebebasan untuk memilih
hukuman-hukuman yang sesuai dengan macam tindak pidana ta zir serta keadaan
si pelaku. Singkatnya hukuman-hukuman tindak pidana za ’zir tidak mempunyai
batasan-batasan tertentu.*!
Jarimah ta’zir dapat dibagi kepada dua bagian:
1. Jarimah ta’zir yang menyinggung hak Allah

2. Jarimah ta’zir yang menyinggung hak individu.

Sedangkann dari segi sifatnya, Jarimah ta’zir di bagi kepada tiga bagian,
yaitu:
1. Ta’zir karena melakukan perbuatan maksiat.
2. Ta’zir karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan
umum.

3. Ta’zir karena melakukan pelanggaran

Maksud syara’ memberikan hak persatuan tindak pidana-tindak pidana
ta zir kepada para penguasa dalam batasan-batasan tersebut adalah agar mereka
dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya serta
bisa menghadapi keadaan yang mendadak dengan sebaik-baiknya. Perbedaan
antara tindak pidana ta zir yang ditetapkan oleh hukum Islam dan tindak pidana
ta’zir yang ditetapkan oleh penguasa yaitu tindak pidana ta zir yang ditetapkan

hukum Islam tetap dilarang untuk selamanya dan tidak mungkin menjadi

1 Abdul Qadir Audah, At-Tasyri’ Al-Jina’iy Al-Islamy (Terj. Tim Tsalisah), Jilid I Cet I,
(Jakarta: Karisma Ilmu, 2007), him.100- 101.
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perbuatan yang mubah sampai kapan pun sedangkan tindak pidana ta ’zir yang
ditetapkan oleh penguasa bisa menjadi perbuatan yang mubah (tidak dilarang)

manakala kepentingan masyarakat umum menghendaki demikian.*?

2.2. Dasar Hukum Bagi Pelaku Ikhtilat

Ikhtilar dalam Islam adalah perbuatan yang dilarang, karena termasuk
salah satu perbuatan yang mendekati zina. Di dalam Al-Qur*an tidak disebutkan
secara jelas dan spesifik tentang larangan perbuatan Zkhtilat, hanya disebutkan
larangan mendekati zina salah satunya terdapat dalam surah al-lsraa’ ayat: 32,

sebagai berikut:

z z i E
L4 451 % V- il G
@)Lw ;Lﬁngg;g} del | 95,85 N
“dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu

perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk .

Dengan demikian bahwa Allah melarangan untuk mendekati zina,karena
zina merupakan perbuatan keji. Maka hal-hal yang menyebabkan atau mendekati
terhadap hal tersebut juga dilarang.

Selain itu ajaran Islam juga sangat mengatur bagaimanakehati-hatian
dalam sebuah pergaulan, yaitu memeliharapandangan. Yang berawal dari
pandangan tersebut nantinya tidak menutup kemungkinan akan terjadi /khtilat dan
berakhir pada perzinaan. Seperti yang diatur dalam Al-Qur’an surat an-Nur ayat

30-31:

21 hid.
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“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka
menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu
adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa
yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah
mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka
Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan
hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah
Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka,
atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami
mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara
lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-
wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan
laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak
yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan
kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah
kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu
beruntung”.
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Sebagaimana yang dijelaskan dalam surah An-Nur ayat 30 tersebut
menjelaskanperintah Allah kepada kaum lelaki yang beriman supayamenahan
pandangannya atau menjaga pandangannya terhadap kaum wanita yang bukan
mahramnya. Diperintahkan pula untuk memelihara kemaluan mereka dari
perzinaan atau perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan syari’at Islam.

Tidak hanya larangan bersentuhan dan mendekati zina, Allah Swt juga
telah mengatur tata cara pergaulan seorang perempuan dengan laki-laki. Misalnya,
ketika seorang perempuan meminta sesuatu kepada laki-laki, atau sebaliknya laki-
laki meminta sesuatu kepada perempuan, maka harus ada pembatasnya.
Sebagaimana maksud surat al-Ahzab ayat 53:
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“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah- rumah
Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk Makan dengan tidak menunggu-
nunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang Maka
masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik
memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan

mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar),
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dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. apabila kamu meminta
sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri- isteri Nabi), Maka mintalah dari
belakang tabir. cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati
mereka. dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula)
mengawini isteri- isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya

perbuatan itu adalah Amat besar (dosanya) di sisi Allah”.

Berdasarkan ayat di atas, Arifin Badiri dan Zainal Abidin menyebutkan
bahwa Allah Swt memerintahkan kepada siapa saja yang memiliki kebutuhan
kepada istri Nabi, harus berada di balik tabir. Perintah tersebut menunjukkan
hukum wajib, oleh karena itu ayat tersebut ada indikasi hukum larangan
melakukan ikhzilar meskipun ada kebutuhan.** Menurut Abu al-Ghifari, sangat
sulit dua orang atau lebih yang bercampur baur untuk tidak saling bersentuhan.
Oleh sebab itu, ada larangan untuk ikAtilat, bahkan dalam riwayat Tabrani,
disebutkan satu pengandaian orang yang ditikam dengan besi lebih baik dari pada
bersentuhan dengan perempuan.™

Selain itu dalil lain mengenai larangan ikhAtilar terdapat dalam hadist

Rasulullah SAW vyaitu:

of o
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13 Muhammd Arifin Badri, dkk., Hijrah dai Riba di Bank Syariah, (Majalah Muslim,
Edisi 26), him. 49,
 1bid.
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Artinya:
“Hati-hati masuk ke temapat wanita, “Seorang laki-laki Anshar
bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana halnya dengan saudara suami

dan seumpanya dari kalangan karib kerabat suami, seperti anak paman

. . . (13 . . J)l
dan lainnya? Beliau menjawab, “Saudara suami adalah kematian >

Hadist tersebut menunjukkan larangan ber Ikhtilar ataupun berkhalwat
atau berdua-duaan, bukan larangan untuk sekedar bertemu dengan kaum wanita
yang juga dihadiri oleh orang lain.

Namun demikian untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan
perempuan, Islam menyediakan lembaga pernikahan. Tujuan utama agar
hubungan laki-laki dan perempuan diikat dengan tali perkawinan adalah untuk
menjaga dan memurnikan garis keturunan (nasab) dari anak yang lahir dari
hubungan suami istri, kejelasan ini penting untuk melindungi masa depan anak
yang dilahirkan tersebut.

Adapun larangan perbuatan Ikhtilar berdasarkan hadits yang lain yaitu

sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, sebagai berikut:
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Artinya: “Dari Hamzah bin Abi Usaid Al-Anshari,bahwa dia mendengar Nabi
SAW bersabda disaat beliau keluar dari masjid, sedangkan orang-orang

Abdul Halim Abu Syugah, Kebebasan wanita, Jilid 3, (Jakarta: Gema Insani Press),
him. 25-26.
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laki-laki ikhtilath (bercampur-baur) dengan parawanita dijalan, maka
Nabi SAW bersabda kepadapara wanita: “Minggirlah kamu,
karenasesungguhnya kamu tidak berhak berjalan di tengahjalan ”. Maka

para wanita merapat ditembok/ dinding sampai bajunya terkait

ditembok/ dinding karenarapatnya.”™

Hadits ini mengisyaratkan bahwa Rasulullah SAW melarang para wanita
berikhtilar di jalan karena hal itu akan menyeret kepada fitnah (kemaksiatan atau
kesesatan). Yang dimaksud Zkhtilar di jalan adalah berdesak-desakan atau berjalan
bersama-sama, maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada para wanita agar
berjalan di pinggir jalan.

Dampak negatif atau bahaya yang ditimbulkan dari Ikhtilar ini sangat
besar baik terhadap pelaku maupun lingkungannya, antara lain:

1. Terjadinya pelecehan seksual, seperti bersentuhan antara laki-laki dan
perempuan yang bukan mahram.

2. Terjadinya perzinaan yang diawali dengan Zkhtilat, seperti zina mata karena
saling memandang, zina lidah karena saling berbicara dan zina tangan
karena saling menyentuh.

3. Jika sudah terjadi perzinaan maka akan merusak nasab (keturunan).

4. Ikhtilar dapat merusak moral masyarakat, karena orang yang melakukan

Ikhtilar itu sudah melanggar moral yang ada dimasyarakat.

*Abu Muhammad Asyraf bin Abdul Magshud, Fatawa Al-Mar’ah Al-Muslimah,
(Maktabah Adhwaus Salaf, Cet.I, 1419 H), him. 568.
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5. Memalingkan orang dari mengingat Allah dan memalingkan dari apa yang

telah diwajibkan Allah karena telah melakukan perbuatan maksiat.*’

Larangan berikhtilat bertujuan untuk mencegah diri bagi perbuatan zina.
Larangan ini berbeda dengan beberapa Jarimah lain yang langsung kepada zat
perbuatan itu sendiri, seperti larangan mencuri, minum khamar dan maisir.
Larangan zina justru dimulai dari tindakan-tindakan yang mengarah kepada zina.
Hal ini mengindikasikan betapa Islam sangat memperhatikan kemurnian nasab
seseorang anak manusia.™®

Dalam Islam telah ditentukan batas-batas pergaulan antara laki-laki dan
perempuan yang bukan muhrimnya, seperti:

1. Nabi melarang seorang perempuan berhubungan dengan laki-laki yang
bukan muhrimnya tanpa ditemani oleh muhrim si wanita.

2. Nabi melarang wanita yang sudah dipinang, meski islam memperbolehkan
laki-laki memandang perempuan yang dipinangnya untuk menyakinkan dan
memantapkan hatinya.

3. Nabi melarang seorang laki-laki masuk ke rumah wanita yang tidak bersama
muhrimnya atau orang lainnya.

4. Nabi melarang wanita berpergian tanpa ditemani muhminya.

2.3. Unsur-unsur Ikhtilat
Dalam pandangan figih, berada pada suatu tempat tertutup antara dua

orang mukallaf (laki-laki dan perempuan) yang bukan muhrimnya sudah

7 Muhammad Siddig, Chairul Fahmi, Problematika Qaniin Khalwat Analisa terhadap
Perspektif Mahasiswa Aceh, (Banda Aceh: Aceh Justice Resource Center, 2009), him.34
Muhammad Siddig, Chairul Fahmi, ..... him.34.
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merupakan perbuatan pidana. Jadi berada pada tempat tertutup itulah yang
merupakan unsur utama perbuatan Khalwat, beda halnya dengan ZkAtilat unsurnya
terdapat pada dua orang yang bukan muhrim, akan tetapi dapat melakukan
perbuatan tercela. Tetapi perbuatan tersebut hanya terjadi di tempat-tempat
tertentu yang sepi dari penglihatan orang lain, tetapi juga dapat terjadi ditengah
keramaian, di jalanan atau ditempat-tempat lain yang memungkinkan kepada
orang-orang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut. Dengan demikian unsur
bersunyi-sunyi sering dimaknai ketika berada di tempat sunyi. Padahal yang
disebut bersunyi-sunyi adalah suatu tingkah laku antara laki-laki dan perempuan
yang tergolong kepada perbuatan tercela.*

Dalam menetapkan hukuman terhadap pelanggaran harus diketahui
terlebih dahulu unsur-unsur delik dalam Jarimah. Suatu perbuatan dianggap
sebagai tindak pidana apabila unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur tindak
pidana ada dua macam yaitu ada unsur yang umum dan ada unsur yang kKhusus.
Unsur umum tersebut adalah:*°

1. Unsur Formal, yaitu adanya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan
mengancamnya dengan hukuman. Dalam membicarakan unsur formal ini
terdapat lima masalah pokok yaitu:

a. Asas legalitas dalam hukum pidana Islam.
b. Sumber-sumber aturan-aturan pidana Islam.

c. Masa berlakunya aturan-aturan pidana Islam.

YAhmad Al Faruqy, Qaniin Khalwat dalam Pangkuan Hakim Mahkamah Syar’iyah,
(Banda Aceh: Gen, 2011) him.45.

20 Ahmad Al Faruqy, Qaniin Khalwat dalam Pangkuan Hakim Mahkamah Syar’iyah...,
him. 46.
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d. Lingkungan berlakunya aturan-aturan pidana Islam.
e. Asas pelaku atau terhadap siapa berlakunya aturan-aturan pidana Islam.

2. Unsur Material, yaitu adanya tingkah laku yang membentuk Jarimah, baik
berupa perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat (negatif). Pembicaraan
tentang unsur materiil ini akan mencakup tiga masalah pokok, yaitu tentang
Jarimah yang telah selesai, Jarimah yang belum selesai atau percobaan dan
turut serta melakukan Jarimah.

3. Unsur Moral, yaitu bahwa pelaku adalah orang yang mukallaf, yakni orang
yang dapat diminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang
dilakukannya. Unsur moral/ unsur pertanggungjawaban pidana ini berkisar
dua masalah pokok, vyaitu pertanggungjawaban pidana dan hapusnya

pertanggungjawaban pidana®

Selain ketiga unsur tersebut di atas yang harus ada dalam suatu tindak
pidana yang merupakan unsur-unsur umum terdapat juga unsur-unsur khusus
yang ada pada masing-masing tindak pidana. Unsur khusus adalah unsur yang
hanya terdapat pada peristiwa pidana (Jarimah) tertentu dan berbeda antara unsur
khusus pada jenis Jarimah yang satu dengan jenis Jarimah yang lainnya. Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa antara unsur umum dan unsur khusus pada
Jarimah itu ada perbedaan. Unsur umum Jarimah ancamannya hanya satu dan
sama pada setiap Jarimah, sedangkan unsur khusus bermacam-macam serta

berbeda-beda pada setiap jenis tindak pidana.

2’Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam,(Jakarta: Sinar
Grafika, 2004), him. 28.
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Menurut pengertian yang tedapat dalam Qaniin jinayah maka unsur-unsur
Ikhtilat yaitu:
1. Terdiri dari 2 orang mukallaf yang bukan muhrim.
2. Pada tempat terbuka atau tertutup. Pada terbuka disini yang dapat dilihat
oleh orang banyak.
3. Melakukan perbuatan tercela seperti bercumbu, berpelukan antara laki-laki

dan perempuan, berciuman dan bermesaraan yang bukan muuhrimnya.

Pada pembahasan figh Kklasik, unsur utama perbuatan [Ikhtilat
bercampurnya antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram pada suatu
tempat. Tetapi dalam perkembangannya perbuatan seperti bermesraan,berciuman
dan atau berpelukan yang dilakukan di tempatumum, di tempat ramai atau di
depan orang lain juga merupakan perbuatan ZkhAtilat karena merupakanperbuatan
maksiat (perbuatan yang oleh syari’at Islam dilarang dilakukan, karena dapat
membawa kepadazina).?

Lebih dari itu perbuatan berciuman dan perpelukan atau duduk berdekatan
antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sedemikian rupa, yang
dilakukan di tempat umum atau di depan orang lain itu merupakan unsur tindak
pidana dari perbuatan IkhAtilar. Kategori tindak pidana Ikhtilar adalah apabila
dilakukan oleh dua orang mukallaf yang berlainan jenis kelamin (laki-laki dan
perempuan), bukan suami istri dan halal menikah, (maksudnya bukan orang yang
mempunyai hubungan muhrim). Dua orang tersebut dianggap melakukan Ikhtilat

kalau mereka berada pada suatu tempat tertentu yang memungkinkan terjadinya

22A1 Yasa® Abubakar, Syari‘at Islam di Provinsi Nanggroe AcehDarussalam Paradigma,
Kebijakan dan Kegiatan, Banda Aceh: DinasSyari’at Islam Provinsi NAD, 2005, him: 277.
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perbuatan maksiat di bidang seksual atau berpeluang pada terjadinya perbuatan
zina.

Ikhtilar termasuk salah satu perbuatan mungkar yang dilarang dalam
syariat Islam, karena perbuatan tersebut dapat menjerumuskan seseorang kepada
perbuatan maksiat lainnya, misalnya zina. Perbuatan maksiat adalah
meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang
diharamkan (dilarang).?

Jarimah [Ikhtilar bukan termasuk dalam kategori jarimah hudud atau
gishash-diyat yang sanksinya sudah ditetapkan oleh Allah. karena pada dasarnya
sanksi jarimah ikhtilar adalah ta’zir yang hukumannya diserahkan kepada
penguasa. Menurut hukum Islam hukuman fa zir adalah hukuman yang tidak
tercantum nash atau ketentuannya dalam Al-Qur©an dan As-Sunnah, dengan
ketentuan yang pasti dan terperinci.*

Sanksi ta’zir ditetapkan sesuai dengan tingkat kejahatannya. Kejahatan
yang besar dikenai sanksi yang berat, sehingga tercapai tujuan sanksi, yakni
pencegahan terhadap tindak pidana baru. Begitu pula dengan kejahatan ringan,
akan dikenai sanksi yang dapat mencegah orang lain untuk melakukan kejahatan
serupa. Pelaku kejahatan kecil tidak boleh dikenai sanksi melampaui batas, agar

tidak termasuk mendzalimi pelaku tersebut.

23 Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia, (Yogyakarta :Teras, 2009), him :
179.

24 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2004), him 11.
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2.4. Kategori Ikhtilat Berdasarkan Qaniin Jinayah

Ikhtilar termasuk salah satu perbuatan mungkar yang dilarang dalam
syariat Islam serta bertentangan dengan adat istiadat yang berlaku dalam
masyarakat Aceh. Karena perbuatan tersebut dapat menjerumuskan seseorang
kepada perbuatan maksiat lainnya, misalnya zina. Perbuatan maksiat adalah
meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang
diharamkan (dilarang).?

Pengertian Ikhtilat berdasarkan pasal 1 butir 24 Qanan Provinsi Aceh
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah adalah perbuatan bermesraan
seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki
dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik
pada tempat tertutup maupun terbuka.

Peraturan yang ditetapkan dalam Qanan tersebut merupakan bentuk
pelaksanaan syari’at Islam danbentuk dari pelaksanaan tata bermasyarakat yang
sesuai dengan nilai-nilai luhur yang hidup di tengah-tengah masyarakat Aceh.
Dalam pelaksanaannya perlu diatur dalam peraturan daerah yang disebut dengan
Qanun. Selanjutnya, penjelasan berikutnya menyatakan bahwa Qanin Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam adalah Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam, yang dapat mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang

lain dengan mengikuti asas lex specialis derogate legi generalis.

»Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia, (Yogyakarta:Teras, 2009), hlm:
179.
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Dalam peraturan tersebut tentunya tdak terlepas dari unsur-unsur dan
katagori, khususnya Jarimah Ikhtilat. Adapun Kkatagori Jarimah Ikhtilat ini
adalah:?°

1. Perbuatan bermesraan.

2. Dilakukan oleh dua orang yang berlainan jenis,yaitu laki-laki dan
perempuan.

3. Adanya kesengajaan.

4. Dilakukan pada tempat tertutup maupun terbuka.

Dari penjelasan di atas maka jelas bahwa dalam dalam Jarimah Ikhtilat
memiliki katagori serta batasan dalam perbuatan tersebut. Dalam pandangan figih
berada pada suatu tempat tertutup antara dua orang mukallaf (laki-laki dan
perempuan) yang bukan muhrimnya sudah merupakan perbuatan pidana. Jadi
berada pada tempat tertutup itulah yang merupakan unsur utama perbuatan
Khalwat, beda halnya dengan Ikhtilar unsurnya terdapat pada dua orang yang
bukan muhrim, akan tetapi dapat melakukan perbuatan tercela. Tetapi perbuatan
tersebut hanya terjadi di tempat-tempat tertentu yang sepi dari penglihatan orang
lain, tetapi juga dapat terjadi ditengah keramaian, di jalanan atau di tempat-tempat
lain yang memungkinkan kepada orang-orang melakukan perbuatan yang dilarang
tersebut. Dengan demikian unsur bersunyi-sunyi sering dimaknai ketika berada di
tempat sunyi. Padahal yang disebut bersunyi-sunyi adalah suatu tingkah laku

antara laki-laki dan perempuan yang tergolong kepada perbuatan tercela.

2% Qaniin Provinsi Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah .
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Lebih dari itu perbuatan berciuman dan perpelukan atau duduk berdekatan
antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sedemikian rupa, yang
dilakukan di tempat umum atau di depan orang lain itu merupakan unsur tindak
pidana dari perbuatan Ikhtilar. Kategori tindak pidana Ikhtilar adalah apabila
dilakukan oleh dua orang mukallaf yang berlainan jenis kelamin (laki-laki dan
perempuan), bukan suami istri dan halal menikah, (maksudnya bukan orang yang
mempunyai hubungan muhrim). Dua orang tersebut dianggap melakukan Zkhtilat
kalau mereka berada pada suatu tempat tertentu yang memungkinkan terjadinya
perbuatan maksiat di bidang seksual atau berpeluang pada terjadinya perbuatan

zina.

2.5. Penerapan Qaniin Nomor 6 Tahun 2014 di Aceh

Qantn Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah dimaksudkan
sebagai upaya pengawasan, pencegahan dan penekanan melalui penjatuhan
‘Ugitbat dalam bentuk ‘ugibat hudiid dan ‘uqibat ta’zir. ‘Ugibat hudud berupa
cambuk sedangkan ‘ugiibat ta ’zir ada dua, yaitu ‘ugibat ta’zir utama dan ‘ugiibat
ta zir tambahan.

‘Ugubat ta’zir utama berupa cambuk, denda, penjara dan restitusi.
Sedangkan ‘Ugiibat ta zir tambahan berupa pembinaan oleh negara, restitusi oleh
orang tua/ wali, Pengembalian kepada orang tua/ wali, pemutusan perkawinan,
pencabutan izin dan pencabutan hak, perampasan barang- barang tertentu, dan

kerja sosial.?’

*"pasal 4 Qaniin Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6Tahun 2014 tentang
Hukum Jinayah .
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Penerapan syariat Islam di Aceh menganut asas personalitas yakni syariat
Islam berlaku bagi orang Islam dan non Islam di khusus di Provinsi Aceh. Hal ini
bersadarkan Pasal 5 Qaniin Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun
2014 tentang Hukum Jinayah yang menyebutkan bahwa Qaniin ini berlaku untuk:

1. Setiap orang beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh;

2. Setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan Jarimah di Aceh
bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri
secara sukarela pada hukum Jinayah ;

3. Setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan Jarimah di
Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana
(KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qaniin
ini;

4. Badan Usaha yang menjalankan kegiatan usaha diAceh.

Dengan demikian pemberlakuan syariat Islam di Aceh sudah diterapkan
dalam mencegah dan melindungi masyarakatnya dari bahaya Zkhtilat, Provinsi
Aceh sudah menerapkan aturan berupa Qantin Provinsi Aceh Nomor 6 tahun 2014
tentang Hukum Jinayah . Sanksi Zkhtilat berupa hukuman cambuk dan/ atau denda
dan/ atau penjara.

Selanjutnya dalam penjelasan QantnProvinsi Aceh Nomor 6 Tahun 2014
disebutkan bahwa Qantin tentang Hukum Jinayah ini dimaksudkan sebagai upaya
pengawasan, pencegahan dan perlindungan melalui penjatuhan hukuman dalam

bentuk ‘Ugqubat yaitu berupa ‘Ugitbat cambuk, denda, penjara dan restitusi.



39

Tujuan dari larangan Zkhtilat menurut Qaniin Nomor 6 Tahun 2014 adalah sebagai
berikut:
1. Menegakkan syari’at Islam dan adat istiadat yang berlaku dalam
masyarakat di Provinsi Aceh
2. Melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan dan/atau perbuatan
yang merusak kehormatan, vyaitu setiap perbuatan yang dapat
mengakibatkan aib bagi si pelaku dan keluarganya
3. Mencegah anggota masyarakat sedini mungkin dari melakukan perbuatan
yang mengarah kepada zina
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas
terjadinya perbuatan Ikhtilat

5. Menutup peluang terjadinya kerusakan moral.?

Qanun ini menyatakan bahwa tujuan Qantn perkara pelarangan Ikhtilat
adalah untuk mencegah masyarakat dari melakukan perbuatan zina. Ikhtilat
dibatasi dengan segala kegiatan, perbuatan dan keadaan yang mengarah kepada
perbuatan zina.

Oleh sebab itu dalam hukum Islam, tidak ada suatu perbuatan dianggap
sebagai tindak pidana dan tidak pernah dijatuhi hukuman sebelum perbuatan
tersebut dinyatakan sebagai tindak pidana dan diberi sanksinya baik Al-Qur’an

maupun Hadits. Sebagaimana di dalam asas legalitas hukum pidana Islam adalah

%8|_ihat Qaniin Provinsi Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah .
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yang menyatakan bahwatidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum
ada undang- undang yang mengaturnya.?

Adapun jenis sanksi Ikhtilar di dalam pasal 24 Qanin Provinsi Aceh
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah pada pasal 25 menyebutkan
Bahwa:

1. Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilah, diancam
dengan ‘Uguibat cambukpaling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda
paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30
(tiga puluh) bulan.

2. Setiap orang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau
mempromosikan Jarimah lIkhtilat, diancam dengan ‘Ugiibat Ta zir cambuk
paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/ atau denda paling banyak
450 (empat ratuslima puluh) gram emas murni dan/ atau penjara paling lama
45 (empat puluh lima) bulan.

Kemudian dalam Pasal 26 menjelaskan:

“Setiap Orang vyang dengan sengaja melakukan Jartimah [khtilat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan anak yang berumur di atas
10 (sepuluh) tahun, diancam dengan ‘Ugiibat Ta’zir cambuk paling banyak
45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima
puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima)
bulan.”

Pasal 27:

“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah [khAtilat dengan
orang yang berhubungan Mahram dengannya, selain diancam dengan
‘Uqguibat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat ditambah
dengan ‘Ugubat Ta’zir denda paling banyak 30 (tiga puluh) gram emas
murni atau ‘Ugubat Ta’zir penjara paling lama 3 (tiga) bulan.”

Kemudian dalam Paragraf 1 pengakuan melakukan Zkhtilar Pasal 28

menjelaskan bahwa:

*Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syariat Islam dalam
Wacana dan Agenda, (Jakarta : Gema Insani, 2003), him: 10.
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1. Setiap orang yang mengaku telah melakukan Jarimah [Ikhtilat secara
terbuka atau di tempat terbuka, secara lisan atau tertulis, dianggap telah
melakukan Jarimah Ikhtilat.

2. Penyidik hanya membuktikan bahwa pengakuan tersebut benar telah
disampaikan.

3. Penyidik tidak perlu mengetahui dengan siapa Jarimah IkAtilat dilakukan.

4. Hakim akan menjatuhkan ‘Ugibat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
ayat (1) apabila pengakuan tersebut terbukti telah disampaikan.

Pasal 29 menjelaskan:

1. Dalam hal orang yang mengaku telah melakukan Jarimah Ikhtilat,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, menyebutkan nama pasangannya
melakukan Jarimah /khtilar, maka dia wajib mengajukan bukti untuk
menguatkan pernyataannya.

2. Penyidik akan memproses orang yang disebut, apabila bukti yang diajukan
oleh orang yang mengaku, dianggap memenuhi syarat.

Paragraf 2 menuduh seseorang melakukan Zkhtilatr Pasal 30 menjelaskan
bahwa:

1. Setiap Orang yang dengan sengaja menuduh orang lain telah melakukan
Ikhtilar dan tidak sanggup membuktikan tuduhannya, diancam dengan
‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda
paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama
30 (tiga puluh) bulan.

2. Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diancam dengan ‘Ugiibat Ta’zir cambuk 45 (empat puluh lima)
kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram
emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Pasal 31 menjelaskan:

1. Orang yang dituduh melakukan ZkAtilat dapat membuat pengaduan kepada
penyidik.

2. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan melakukan penyidikan
terhadap orang yang menuduh.Pasal 32 Apabila orang yang menuduh
dapat membuktikan tuduhannya,maka orang yang dituduh dianggap
terbukti melakukan Zkhtilat.

Pasal 32 menjelaskan:
“Apabila orang yang menuduh dapat membuktikan tuduhannya, maka

orang yang dituduh dianggap terbukti melakukan Ikhtilaz .
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Sanksi Tkhtilat dalam Qaniin Provinsi Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Hukum Jinayah yakni berupa ta zir. Pengertian dari ta zir adalah suatu Jarimah
yang hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa. Hakim dalam hal ini
diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku Jarimah ta’zir.
Ta’zir adalah suatu hukuman atas Jarimah-Jarimah yang belum ditetapkan
hukumannya oleh syara’. Ta’zir terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang
tidak dikenakan had atau kafarat. Yang dimaksud maksiat adalah meninggalkan
perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatanyang diharamkan (dilarang).

Oleh karena itu Provinsi Aceh dalam menetapkan jenis dan bentuk
‘Uqubat serta berat dan ringannya ‘Uguabat yang dijatuhkan kepada pelaku
Jartimah melihat akibat dan kerugian yang ditimbulkan dari Jarimah tersebut.
Pokok tujuannya adalah untuk melindungi akhlak, maka kerugian utama yang
ditimbulkan berhubungan dengan akhlak yang lebih banyak menimpa diri sendiri
dan orang lain. Kerugian yang menimpa orang lain harus disebutkan kerugian
langsung, karena kerugian tidak langsung atau kerugian jangka panjang dari
pelanggaran Jarimah Ikhtilat ini seperti keruntuhan akhlak, kemiskinan, hilangnya

kesetiakawanan dan sebagainya. Kuat dugaan akan terjadi dalam jangka panjang.



BAB TIGA

UNSUR-UNSUR IKHTILAT PADA OPERASIONALISASI OJEK
DI BANDA ACEH

3.1. Ikhtilat Dalam Perspektif Qaniin Aceh No 6 Tahun 2014

Setelah penetapan otonomi daerah yang diaturdalam Undang-Undang
Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah. Daerah memiliki otonomi
untuk menetapkan peraturannya. Khususnya Agama Islam,yang dijadikan rujukan
dalam penetapan kebijakan daerah, khususnya jika menyangkut persoalan moral.*
Seperti halnya Provinsi Aceh yang memiliki peraturan daerah atau Qanin yang
mengatur masalah jinayah.

Pada umumnya perbuatan ikhtilat termaksuk salah satu perbuatan mungkar
yang dilarang dalam syari’at Islam dan bertentang pula dengan adat istiadat yang
berlaku dalam masyarakat Aceh karena perbuatan tersebut dapat menjeremuskan
seseorang kepada perbuatan zina.

Perbuatan ikhtilar tersebut sudah sangat jelas bagaimana bentuk dari pada
perbuatan itu, karena pada dasarnya dalam ikhrilar tidak hanya dijelaskan
mengenai perbuatan berdua-dua saja, akan tetapi juga bentuk perbentukan tercela
lain, yaitu perbuatan bersentuh-sentuhan, berpelukan, dan berciuman antara laki-
laki dan perempuan. Dalam hal ini disebut dengan delik materil, karena pada delik
tersebut sudah jelas akibat dari pada perbuatan ikhtilat itu.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang jinayah dalam Bab 1 ketentuan

umum Pasal 1 butir (24) menjelaskan bahwa ikhtilat adalah perbuatan bermesraan

"Nur Kholis Setiawan, Pribumisasi Al-Qur’an Tafsir Berwawasan Keindonesiaan,
(‘Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2012), him. 209.
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seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukandan berciuman antara laki-laki
dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik
pada tempat tertutup atau terbuka.?

Kategori ikhtilat adalah apabila dilakukan oleh dua orang mukallaf yang
berlainan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), bukan suami istri dan halal
menikah, (maksudnya bukan orang yang mempunyai hubungan muhrim). Dua
orang tersebut dianggap melakukan ikhtilar kalau mereka berada pada suatu
tempat tertentu yang memungkinkan terjadinya perbuatan maksiat di bidang
seksual atau berpeluang pada terjadinya perbuatan zina. Hal tersebut sebagaimana

unsur-unsur ikhtilat yang dijelaskan di dalam Qaniin Aceh yaitu:

1. Terdiri dari 2 orang mukallaf yang bukan muhrim.

2. Pada tempat terbuka atau tertutup. Pada terbuka disini yang dapat dilihat
oleh orang banyak.

3. Melakukan perbuatan tercela seperti bercumbu, berpelukan antara laki-laki

dan perempuan, berciuman dan bermesaraan yang bukan muuhrimnya.

Apabila dilihat dari Qanin Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Qaniin Jinayah
bahwa ikhtilar merupakan suatu perbuatan sengaja yang dilakukan oleh 2 orang
yang bukan muhrim. Arti dari sengaja di sini bahwa kedua orang tersebut
melakukannya dengan suka rela tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Selanjutnya dalam penjelasan Qaniin Provinsi Aceh Nomor 6 Tahun 2014
disebutkan bahwa Qaniin tentang Hukum Jinayah ini dimaksudkan sebagai upaya

pengawasan, pencegahan dan perlindungan melalui penjatuhan hukuman

2 pemerintah Aceh, Qaniin Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Qaniin Jinayah.
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dalambentuk ‘Ugiibat yaitu berupa’Ugiubat cambuk, denda, penjara dan restitusi.
Tujuan dari larangan Ikhtilat menurut Qaniin Nomor 6 Tahun 2014 adalah sebagai
berikut:

1. Menegakkan syari’at Islam dan adat istiadat yang berlaku dalam
masyarakat di Provinsi Aceh.

2. Melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan dan/atau perbuatan
yang merusak kehormatan, vyaitu setiap perbuatan yang dapat
mengakibatkan aib bagi si pelaku dan keluarganya.

3. Mencegah anggota masyarakat sedini mungkin dari melakukan perbuatan
yang mengarah kepada zina.

4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas
terjadinya perbuatan ikhti/at.

5. Menutup peluang terjadinya kerusakan moral.

Dengan demikian Qaniin ini menyatakan bahwa tujuan pengqganiinan
perkara pelarangan ikhtilar adalah untukmencegah masyarakat dari melakukan
perbuatan zina. Zkhtilat dibatasi dengan segala kegiatan, perbuatan dan keadaan
yang mengarah kepada perbuatan zina.

Apabila dilihat pada operasioanal ojek online di Kota Banda Aceh, secara
umum dalam operasional tersebut banyak terdapat orang yang berlawanan jenis
yaitu penumpangnya perempuan sedangkan drivernya laki-laki. Apabila dalam
operasional tersebut penumpang dan driver dengan sengaja berdekat-dekatan,
berpelukan atau seperti bercumbu maka perbuatan tersebut termasuk ke dalam

perbuatan ikhtilar.
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Namun demikian apabila unsur berdekat-dekatan atau terjadinya pelukan
disaat mengemudi sepeda motor tanpa unsur kesengajaan, maka perbuatan
tersebut tidaklah termasuk ke dalam perbuatan ikhtilar. Hal ini dikarenakan
perbuatan ikhtilar merupakan unsur yang disengaja oleh 2 orang yang bukan
mahram.

Di dalam operasional ojek tentunya tidak menutup kemungkinan
terjadinya perbuatan yang tidak disengaja seperti berdekat-dekatan atau seperti
bepelukan. Hal tersebut bisa terjadi misalnya disaat rem mendadak atau jalan yang

kurang baik.

3.2. Ikhtilat Dalam Perspektif Akademisi dan Ulama

Asy-Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikhl Rahimahullahu
menyatakan dalam Fatawa dan Rasallnya bahwa ikhtilar antara laki-laki dan
perempuan ada tiga keadaan. Pertama, ikhtilar para wanita dengan dari kalangan
mahram mereka, maka ini jelas dibolehkan. Kedua: ikhtilar para wanita dengan
laki-laki ajnabi (non mahram) untuk tujuan yang rusak, maka hal ini jelas
keharamannya.

Ketiga: Ikhtilar para wanita dengan ajnabi (non mahram) di tempat
pengajaran ilmu, di toko, kantor, rumah shalat, perayaan perayaan dan
semisalnya. Ikhtilat yang seperti ini terkadang disangka tidak akan mengantarkan

fitnah di antara lawan jenis, padahal hakikatnya justru sebaliknya. Sehingga
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bahaya ikhtilar semacam ini perlu diterangkan dengan membawakan dalil-dalil
pelarangannya.’

Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyatakan, pemerintah wajib untuk melarang
berbaurnya laki-laki dan perempuan di pasar, tempat terbuka, dan tempat
perkumpulan laki-laki.* Demikian juga menurut Ibrahim Jarullah, hukum ikhtilat
adalah haram bahkan ia merupakan perkara yang begitu keras diingkari oleh Allah
supaya dihindari oleh kaum muslimin. Perbuatan tersebut terjadi antara dua lawan
jenis yang berbeda, antara laki-laki dan perempuan. Perbuatan ikhtilat merupakan
faktor terbesar terjadi perbuatan zina. Bahaya tersebut datang apabila seorang
perempuan menyepi bersama laki-laki yang bukan mahramnya.”

Menurut pandangan Abdul Karim Zaidan dalam karyanya Mufasal Fi
Ahkami Mar’ah. Sesungguhnya asal hukum dalam masalah berkumpulnya
seorang laki-lakidan wanita adalah haram. Namun dibolehkan berikhtilat antara
laki laki danperempuan jika memang terdapat dharurah sariyah, hajat sariyah,
maslahah sariyah atau karena hukum adat dalam beberapa keadaan berikut:

a. Ikhtilat yang di bolehkan sebab darurat:
1. Seorang laki-laki yang menolong seorang wanita padasaat wanita
tersebut di kejar oleh seseorang yang akan menganiayanya.
2. Seorang laki-laki yang menemukan seorang wanita yang tesesat di jalan

kemudian berjalan bersama ketempat yang di tujunya.

SUmmu Ishaq Al-Atsariyyah, Bahaya Ikhtilar Antara Laki dan Perempuan, Diakses
padasitus:https://d1.islamhouse.com/data/id/ih_articles/single/id_warning_of _intermingling_betwe
en_men_and_women.pdf, pada tanggal 2 Januari 2019

* Ibnu Qayyim al-Jauziyah, al-Firdsat, ed. In, Firasat, (Terj: Ibn Ibrahim), (Jakarta:
Pustaka Azzam, 2000), him. 323.

> lbrahim al-Jarullah,  Mas’aliyatul ~ Mar’ah  al-Muslimah,  (Terj:  Abu
UmamahArifHidayatullah), (Jakarta: Islam House, 2012), him. 3.
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b. Ikhtilat yang di bolehkan sebab hajat
1. Berikhti/arnya laki-laki dan wanita untuk bermualah sariyah seperti jual

beli, gadai, dan lainnya.

2. Berikhtilanya laki-laki dan wanita untuk menghormati tamu.

3. Berikhtilamya laki-laki dan wanita di dalam kendaraan umum untuk
memenuhi hajat (kebutuhan hidup sehari-hari seperti berbelanja dan
sebagainya).

c. Ikhtilat yang sudah menjadi sebuah hukum adat atau kebiasan masyarakat
yang bersifat positif. Berikhtilamya lelaki dengan wanita di salah satu
tempat berkumpul seperti lapangan upacara, auditorium atau saat
mengunjungi salah seorang sahabat dengan catatan pakaian dan adab harus
sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat islam dan hukum
syari’at, pandangan antara para lelaki dan wanita-wanita tersebut tidak
terdapat syahwat dan tidak ada khalwat antara seorang lelaki dan seorang

wanita.®

Menurut imam Abi Bakar Usman Bin Muhammad Syatha Adhimyati
ulamadari mazhab Syafi’i dalam karyanya “Hasyiah I“anah Tholibhin” beliau
mengungkapkan pendapatnya bahwa hukum berkumpulnya seorang wanita dan
seorang lelaki pada perayaan yang tidak melanggar hukum syar’iyah di akhir
ramadhan (perayaanmalam takbiran) adalah makruh Selama tidak terdapat

persentuhan badanantara lawan jenis yang ajnaby secara sengaja dan tanpa

®Dr.Abdul Karim Zaidan, Mufashol Fi Ahkamil Mar’ah, (t.t, Mu“assasah Arrisalah,1993)
cet.1, juz 3, him. 328-330
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kebutuhan dharurat. Maka jika terjadi persentuhan yang disengaja dan tidak dalam
kebutuhan dharurat adalah haram hukumnya.’

Menurut Syaikh Aziz bin Baz, tidak di perbolehkan bagi wanita untuk
pergi bersama orang asing meski hanya sebagai sopir tanpa ditemani orang lain,
karena ini merupakan khalwat (berduaan). Namun jika ia bersama laki-laki lain
atau lebih, atau dengan satu wanita lain atau lebih, maka tidak apa-apa, jika tidak
ada keraguan yang timbul, karena hukum khalwat hilang dengan adanya orang
ketiga atau lebih. Ini apabila bukan dalam kondisi berpergian, maka tidak
dibolehkan bagi wanita untuk berpergian tanpa di temani mahramnya.®

Menurut imam Nawawy dalam karyanya Majmu Syarah Muhadzab
berpendapat bahwa tidak diperbolehkan bagi seorang wanita berjalan sendirian
untuk melaksanakan ibadah sunnah, berdagang dan selainya kecuali bersama
mahramnya. Namun sebagian dari sahabat kami (ashabul wujuh dalam mazhab
Syafi’i) berpendapat bahwa boleh hukumnya seorang wanita berpergian tanpa di
temani wanita-wanita lain jika perjalan nya di anggap aman.’

Menurut Syaikh Ibnu Ibrahim, menaiki kendaraan berupa mobil atau
motor bersama sopir lebih dari sekedar berduaan di rumah, karena bisa berpergian
kemana saja baik karena sama-sama senang atau karena dipaksa. Kerusakan yang
mungkin timbul bisa lebih besar dari pada hanya berduan saja. Fitnah yang

ditimbulkan wanita karna berduaan tidak di sangsikan lagi. Yang menjadi

"Abi  Bakar Usman Adhimyathi, "anah Tholibhin, (Beirut-Libanon:Darrul
KhutublImiyah, 1995) cet.1, juz 1 him. 272

8Syaikh Muhammad bin Yahya Al-Wazan, Fatwa-fatwa TentangWanita,Penerjemeh
Ahmad Amin Sjihab,(Jakarta: Darul hag,2001),jilid.3, him.131

Al Imam Nawawi, Majmu Syarah Muhadzab, (Beirut-Libanon: Darrul KhutublImiyah,
2001) cet.2, Juz.8, him.421.
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kewajiban bagi Kkita semua, adalah melarang setiap wanita naik taksi hanya
bersama sopir taksi saja, tanpa ditemani mahramnya atau teman-temanyang di
percaya dan sudah dikenal. Wajib pula menasehati para wanita dan wali-wali
mereka dan mengingatkan dengan ancaman-ancaman.™

Sedangkan menurut jumhur ulama dalam kitab Mau’suah Figih Kuwait
tentang hukum berboncengan bahwa boleh hukumnya berboncengan seorang
lelaki dengan seorang istrinya karenanabi pernah membonceng istrinya Sofi’ah
r.a.h. Sedangkan hukum seorang lelaki yang membonceng seorang wanita
“ajnabiy” atau sebaliknya (bukandalam keadaan dharurat dan ada hajat positif )
itu adalah dilarang berdasarkan hukum “saddu dziro’i” dan untuk menjaga dari
syahwat terhadap lawan jenis yang bukan muhrim.*

Ikhtilar antara perempuan dengan laki-laki berarti  bergabung
(berkumpulnya) sebagian mereka bersama sebagian yang lain, atau berkumpulnya
perempuan bersama laki-laki, berkumpulnya perempuan dan laki-laki yang
dimaksud yaitu yang tidak memiliki hubungan mahram di suatu tempat.12

Hukum Islam menetapkan larangan berbuat ikhtilar antara laki-laki dan
perempuan. Mustafa al- Sibba’1 mengurai masalah ini secara rinci dalam kitabnya
al-Mar’ah baina al- Figh wa al-Qanan. Disebutkan bahwa ikhtilar antara
perempuan dengan laki-laki di tempat-tempat tertentu kecuali dalam tiga tempat,

yaitu tempat ibadah, tempat ilmu, dan medan jihad. Falsafah Islam mengenai

Syaikh Muhammad bin Yahya Al-Wazan., et al., Fatwa-fatwa Tentang Wanita,
Penerjemeh Ahmad Amin Sjihab, (Jakarta: Darul hag, 2001), jilid.3, him.129.

Kementrian dan Urusan Agama Kuwait, Mausu’ah Figh Kuwair, (tt., dzatu
tsalazil,1983) cet.2, juz 3, him. 91.

12 Abd al-Karim Zaidan, al-Mufassal fi Ahkam al-Mar’ah wa al-Bait al-Muslim fi al-
Syari’ah al-Islamiyyah, Juz 3, (Bairut: Mu’assasah al-Risalah, 1993), him. 421.
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larangan melakukan ikhtilar salah satu di antaranya adalah untuk menjaga
kemuliaan wanita itu sendiri.”

Menurut perspektif imam empat mazhab. Perbuatan ikhtilar juga
disepakati sebagai perbuatan yang mungkar. Menurut Ibn Abidin (ulama mazhab
Hanafi), al-Sawi (ulama mahzab Maliki), Abu Ishaq al-Syairazi dan al-Syarbini
(ulama mahzab Syafi’i), serta Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim (ulama mazhab
Hanbali), dikutip oleh Amir bin Muhammad Fida’, bahwa ikhtilat merupakan
perbuatan yang mungkar, buruk, bagian dari perbuatan keji (fakisyah), dan ulil
amri wajib untuk menutup jalan agar perbuatan tersebut tidak dilakukan.**

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa ikhtilat yang disebabkan
unsur dharurat atau hajat positif maka tidak dilarang atau diharamkam oleh agama
Islam. Begitu juga dengan operasional ojek online di Kota Banda Aceh, apabila
terdapat ikhtilat yang disebabkan unsur ketidak sengajaan maka hal tersebut
bukan menjadi suatu yang dilarang.

Hukuman tindak pidana ikhtilar dalam figh Islam tidak ditentukan secara
pasti. Ulama tidak membahas masalah ini secara rinci. Namun, melihat teori
umum figh jinayat, maka ikhtilar masuk dalam tindak pidana ta’zir, sehingga
hukumannya pun disesuaikan dengan konsep hukuman fa’zir itu sendiri. Poin
penting adalah pelaku tindak pidana ikhtilar tidak boleh dihukum melebihi

hukuman Aadd.

B Mustafa al-Sibba’i, al-Mar’ah baina al-Figh wa al-Qanin, (Bairut: Dar al-Warrag,
1999), him. 148.

1 Amir bin Muhammad Fida’, al-Ikhzilat baina al-Jinsin, (Riyadh: al-Fikriyyah, 2009),
him. 61-62, 66, dan 69.
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Jarimah ikhtilatr bukan termasuk dalam Kkategori jarimah hudud atau
gishash-diyat yang sanksinya sudah ditetapkan oleh Allah. karena pada dasarnya
sanksi jarimah ikhtilat adalah ta’zir yang hukumannya diserahkan kepada
penguasa. Menurut hukum Islam hukuman ta zir adalah hukuman yang tidak
tercantum nash atau ketentuannya dalam Al-Qur“an dan As-Sunnah, dengan
ketentuan yang pasti dan terperinci.’®

Sanksi fa’zir ditetapkan sesuai dengan tingkat kejahatannya. Kejahatan
yang besar dikenai sanksi yang berat, sehingga tercapai tujuan sanksi, yakni
pencegahan terhadap tindak pidana baru. Begitu pula dengan kejahatan ringan,
akan dikenai sanksi yang dapat mencegah orang lain untuk melakukan kejahatan
serupa. Pelaku kejahatan kecil tidak boleh dikenai sanksi melampaui batas, agar
tidak termasuk mendzalimi pelaku tersebut. Demikian juga disebutkan dalam
kitab “al-7urq al- Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar’iyyah”, lbn Qayyim
menyatakan: “Para ulama sepakat bahwa hukuman ta Zir disyariatkan untuk tiap-
tiap perbuatan maksiat™.*®

Tindak pidana fa Zir merupakan tindak pidana yang belum tegas sanksi
hukumnya. Menurut al-Zuhaili, ta’zir adalah hukuman yang ditetapkan atas
perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak
pula kafarat'” Audah mendifinisikannya sebegai suatu tindak pidana yang
diancamkan dengan satu atau beberapa hukuman ta’zir. Hukum Islam tidak

menentukan macam-macam hukuman untuk tiap-tiap tindak pidana za zir, tetapi

> Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2004), him 11.

1% Ibn Qayyim al-Jauziyyah, al-7urq al-Hukmiyyah ft al-Siyasah al-Syar’iyyah, (Bairut:
Maktabah al-Mu’ayyad, 1989), him. 93.

' Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-Isiami... Juz 6, him. 197
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hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang
paling berat.'®

Dua rumusan ini setidaknya memberikan gambaran bahwa perbuatan
maksiat yang tidak termasuk dalam hudiid, masuk dalam tindak pidana ta zir,
termasuk tindak pidana ikhtilat. Memasukkan ikhtilat dalam pidana ta zir lantaran
ia bagian dari kemaksiatan, sehingga hakim atau pemerintah berwenang dalam
menetapakn sanksi hukumnya.

Sanksi hukum pelaku pidana ra zir bermacam-macam, mulai dari yang
paling ringan seperti peringatan, nasehat hingga sanksi yang paling berat yaitu
hukuman cambuk, penjara, atau hukuman mati.*® Dalam hal ini, tindak pidana
ikhtilat tentu tidak sampai pada hukuman mati, karena perbuatan lain yang lebih
berat seperti zina saja hanya dihukum cambuk (bagi yang belum menikah), dan
hukuman inipun apabila benar-benar telah dibuktikan secara pasti oleh hakim.
Untuk hukuman ikhtilat, setidaknya dapat mengacu pada pertimbangan-

pertimbangan tertentu. Misalnya menghukum pelaku dengan hukuman cambuk.

3.3. Ketentuan Standar Operasional Driver Ojek Online di Banda Aceh

Ojek adalah sepeda motor yang dibuat menjadi kendaraan umum untuk
memboncengi penumpang ketempat tujuannya.’’ Ojek merupakan sarana

transportasi darat yang menggunakan kendaraan roda dua (sepeda motor) untuk

8 Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, (Terj; Tim Tsalisah), jilid I,
(Bogor: Kharisma ilmu, 2007), him. 99.

9 1bid.,him. 101.

20)5.Badudu dan Sutan Mohammad, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta:
Integraphic, 1994), him. 48.
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mengangkut penumpang dari satu tujuan ke tujuan lainnya kemudian menarik
bayaran.

Dewasa ini, transportasi ojek online merupakan salah satu transportasi
alternatif yang banyak memiliki pelanggan dan sangat diminati terutama di kota-
kota besar. Apalagi dengan adanya kemudahan dalam pemesanan ojek yaitu
dengan aplikasi khusus yang dapat di akses melalui jaringan internet telepon
gengam atau yang biasa disebut ojek online.

Hal tersebut sebagaimana di Kota Banda Aceh, sebagai pusat Ibukota
Provisi Aceh, ojek online menjadi alternatif moda transportasi bagi masyarakat
untuk berpergian dan bahkam untuk memesan suatu kebutuhan. Sehingga tidak
mengherankan ojek di Kota Banda Aceh sangat banyak beroperasi.

Dalam operasionalnya, ojek online tidak membatasi atau memiih siapa
penumpang atau pelanggannya, baik laki-laki maupun perempuan. Hal tersebut
sebagaimana yang diutarakan oleh salah satu driver ojek online di Kota Banda
Aceh bahwa dalam operasional ojek, para driver tidak memandang penumpang
tersebut laki-laki maupun perempuan.21

Oleh karena itu dalam operasionalnya banyak driver ojek laki-laki yang
mendapatkan penumpang perempuan, namun dalam peraturan operasioaninya
para driver ojek harus berlaku sopan dan santun kepada setiap pelanggan tanpa
memandang jenis kelamin maupun sukunya.”

Peraturan serta standar operasional ojek di Kota Banda Aceh telah dibuat

dan ditetapkan oleh perusahaan pusat, hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan

?Wawancara dengan Bpk. Aris, Driver Ojek Online di Kota Banda Aceh, 02 Januari
2019.
*’Wawancara dengan Bpk. Aris, Driver Ojek Online di Kota Banda Aceh...
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oleh staf salah satu kantor ojek online di Kota Banda Aceh, bahwa standar
operasional ojek telah ditetapken oleh perusahaan pusat, sehingga seluruh kantor
cabang di setiap provinsi harus mengikuti dan mematuhi peraturan tersebut.?®

Standar operasional khusus atau peraturan khusus di setiap kantor
cabangnya tidak dibenarkan untuk dibuat meskipun di Provinsi Aceh yang berlaku
syari’at Islam. Akan tetapi dalam operasionalnya setiap driver ojek diharuskan
untuk menghargai serta berlaku baik kepada setiap pelanggan dengan menjunjung
nilai-nilai Islam.

Dalam peraturan standar operasionalnya bahwa setiap driver ojek harus
sopan dan santun terhadap pelanggan atau penumpang. Selain itu perusahaan
menekankan bahwa setiap driver ojek tidak dibenarkan melakukan perbuatan
yang dapat merugikan penumpang atau pelanggan seperti perbuatan pelecehan
atau asusila lainnya. Apabila terdapat kejadian atau laporan dari pelanggan atas
kasus demikian, maka pihak perusahaan bertindak tegas yaitu dengan pemecatan
dari keanggotaan driver ojek serta membawa perkara ke ranah hukum. Alasan
membawa kasus-kasus asusila tersebut ke ranah hukum dikarenakan perbuatan
tersebut dapat mencoreng nama baik perusahaan di mata masyarakat sehingga
dapat menimbulkan kerugian kepada perusahaan.*

Standar operasional ojek online di Kota Banda Aceh secara rinci tidak
diberikan oleh pihak perusahaan kepada siapapun, malainkan menjadi rahasia

perusahaan. Mengenai permasalahan ikhtilat pihak perusahaan hanya memberikan

2Wawancara dengan Bpk. Andri, Staf Kantor Ojek Online di Kota Banda Aceh, 03
Januari, 2019.
**Wawancara dengan Bpk. Andri, Staf Kantor Ojek Online di Kota Banda Aceh...
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peraturan kepada setiap driver agar berlaku sopan dan santun dalam melayani
pelanggan.?

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa, standar operasional
ojek di Kota Banda Aceh telah ditetapkan oleh kantor pusat yang berlaku bagi
seluruh kancor cabannya di seluruh provinsi di Indonesia. Meskipun setiap kantor
cabangnya tidak dibenarkan dalam membentuk peraturan khusus sesuai dengan
daerahnya seperti Provinsi Aceh yang menjalankan syari’at Islam, perusahaan
menekankan setiap drivernya untuk senantiasa menjunjung nilai-nilai Islam dan
berlaku baik dan sopan kepada setiap pelanggan serta tidak dibenarkan melakukan

tindakan asusila yang dapat merugikan orang lain serta perusahaan.

3.4. Unsur-Unsur Ikhtilat dalam Operasional Ojek Online di Banda Aceh

3.4.1. Unsur-unsur Sengaja

Pada pembahasan figh Kklasik, unsur utama perbuatan ikhtilat
bercampurnya antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram pada suatu
tempat. Tetapi dalam perkembangannya perbuatan seperti bermesraan, berciuman
dan atau berpelukan yang dilakukan di tempat umum, di tempat ramai atau di
depan orang lain juga merupakan perbuatan ikAtilat karena merupakan perbuatan
maksiat (perbuatan yang oleh syari’at Islam dilarang dilakukan, karena dapat
membawa kepada zina).”®

Lebih dari itu perbuatan berciuman dan perpelukan atau duduk berdekatan

antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sedemikian rupa, yang

»Wawancara dengan Bpk. Muklis, Staf Pimpinan Ojek Online Kota Banda Aceh, pada
03 Januari 2019.

26A1 Yasa® Abubakar, Syari’at Islam di Provinsi Nanggroe AcehDarussalam Paradigma,
Kebijakan dan Kegiatan, Banda Aceh: DinasSyari’at Islam Provinsi NAD, 2005, him: 277.
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dilakukan di tempat umum atau di depan orang lain itu merupakan unsur tindak
pidana dari perbuatan ikhti/at. Kategori tindak pidana ikhtilar adalah apabila
dilakukan oleh dua orang mukallaf yang berlainan jenis kelamin (laki-laki dan
perempuan), bukan suami istri dan halal menikah, (maksudnya bukan orang yang
mempunyai hubungan muhrim). Dua orang tersebut dianggap melakukan ikhtilat
kalau mereka berada pada suatu tempat tertentu yang memungkinkan terjadinya
perbuatan maksiat di bidang seksual atau berpeluang pada terjadinya perbuatan
zina.

Dalam peraturan Qantin No. 6 Tahun 2014 tentang Jinayah bahwa ikhtilat
tentunya tidak terlepas dari unsur-unsur dan katagori, khususnya Jarimah ikhtilat.
Di antara unsur Jarimah ikhtilat ini adalah adanya unsur kesengajaan. Unsur
kesengajaan di sini yaitu adanya kerelaan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan
atau ancaman dari manapun.

Apabila di lihat dalam operasional ojek di Kota Banda Aceh, secara umum
dalam berkenderaan sepeda motor tidak dihindari untuk tidak saling berdekatan
antara penumpang dan pengemudi. Hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh
salah satu driver ojek di Kota Banda Aceh bahwa antara pengemudi dan
penumpang pasti berdekatan, hal tersebut tentunya tidak dapat dihindari
dikarenakan kondisi fisik kenderaan bermotor memang sedemikian rupa. Akan

tetapi pengemudi dan penumpang terutama penumpang perempuan biasanya
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saling menjaga untuk tidak berdempetan atau bersentuan di saat berkendera
meskipun jarak antara keduanya sangat berdekatan.”’

Apabila dilihat unsur-unsur ikhtilat pada operasional ojek di Kota Banda
Aceh itu kembali kepada pribadi masing-masing individu baik drivernya maupun
penumpangnya. Secara umum unsur-unsur ikhtilat sebagaimana yang dilarang
dalam Islam tidak dilakukan oleh para driver ojek di Kota Banda Aceh, hal
tersebut dibuktikan dengan tidak adanya laporan atau keluhan baik penumpang
maupun masyarakat kepada perusahaan.”®

Dalam operasionalnya unsur-unsur kesengajaan itu terjadi seperti
penumpang perempuan memegang pundak driver saat menaikki sepeda motor
yang terlalu tinggi dan begitu juga saat turunnya. Namun perbuatan tersebut
semata-semata tidak memandang ke dalam hal-hal yang berbau negatif yang
mendekatkan kepada perbuatan zina.?®

Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan ikhtilat
pada operasional ojek di Kota Banda Aceh tergantung kepada individu masing-
masing orang dalam memanfaatkan jasa berkedara tersebut. Berdasarkan hasil
penelitian bahwa belum ditemukannya keluhan maupun laporan masyarakat
terhadap perbuatan ikhtilar yang dilakukan oleh para driver ojek di Kota Banda
Aceh.

Oleh karena itu menurut analisis penulis bahwa dalam operasional ojek di

Kota Banda Aceh tidak terdapat adanya unsu-unsur ikhtilat dalam operasionalnya.

Z'Wawancara dengan Bpk. M. Ikhwan, Driver Ojek Online di Kota Banda Aceh, 02
Januari 2019.

**Wawancara dengan Bpk. Andri, Staf Kantor Ojek Online di Kota Banda Aceh...

*Wawancara dengan Bpk. M. Ikhwan, Driver Ojek Online di Kota Banda Aceh...
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Hal tersebut di dasari pada peraturan setiap perusahaan bahwa dalam
operasionalnya setiap driver dilarang malakukan tindakan asusila dan harus
menjunjung nilai-nilai keislaman. Selain itu setiap driver harus dapat menjaga
jarak dengan penumpang agar tidak bersentuhan secara langsung atau
berdempetan meskipun duduk berdekatan.

Hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh pihak salah satu kantor
ojek online di Kota Banda Aceh bahwa sampai saat ini kasus ikhtilar belum
ditemukan atau belum terjadi selama beroperasi di Kota Banda Aceh, apabila ada
kasus ikhtilat tentunya kasus tersebut sudah berada di pihak yang berwajib. Akan
tetapi selama ini yang terjadi hanya unsur-unsur di luar kesengajaan seperti
bersentuhan atau terjadinya pelukan yang mungkin disebabkan jalan yang
kurang baik atau mengindari sesuatu dalam perjalanan, sehingga pelanggan dan
driver sama-sama memaklumi dan tidak menjadikan perkara tersebut menjadai
suatu permasalahan.*

Apabila dilihat menurut perspektif Qaniin Aceh No.6 Tahun 2014 tentang
Jinayah, maka operasional ojek di Kota Banda Aceh tidak termasuk kepada
perbuatan ikhti/az, hal ini didasari pada tidak terdapat unsur-unsur yang dapat
dikatagorikan kepada perbuatan ikAtilar dalam operasioninya seperti bercumbu,

berciuma atau bepelukan yang disengaja.

3.4.2. Unsur-unsur Tidak Sengaja
Unsur-unsur ikhtilat dalam operasional ojek online di Kota Banda Aceh

sangat sering terjadi, hal tersebut tentunya bukan suatu keinginan atau yang

*Wawancara dengan Bpk. Muklis, Staf Pimpinan Ojek Online Kota Banda Aceh, pada
03 Januari 2019.
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diharapkan dalam operasionalnya. Hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan
oleh sala satu driver ojek online di Kota Banda Aceh bahwa unsur ketidak
sengajaan sangat sering terjadi seperti rem mendadak atau jalan yang kurang baik
dan berlobang sehingga penumpang berdempetan dengan pengemudi atau driver
ojek.®

Unsur ketidak sengajaan tersebut bukanlah menjadi suatu permasalahan
baik bagi penumpang maupun bagi pengumudinya, hal tersebut dikarenkan unsur
tersebut bukan suatu yang diinginkan. Namun apabila terdapat suatu tindakan
yang disengaja yang dilakukan oleh driver, maka driver mendapat hukuman dari
pihak perusahaan yaitu dengan di suspentnya akun ojeknya sehingga tidak dapat
beroperasi. Apabila tidakan yang dilakukan oleh driver tersebut sangat berat
seperti tidakan asusila maka pihak perusahaan akan memecat dari pekerjaan

tersebut dan membawa perkara tersebut ke ranah hukum.

$l\Wawancara dengan Bpk. Hendra, Driver Ojek Online di Kota Banda Aceh, 03 Januari
20109.



BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan
Dari hasil pembahasan di atas, maka pada bab ini dapat penulis menarik
kesimpulan yaitu:

1. Dalam operasional ojek online di Kota Banda Aceh tidak terdapat adanya
unsur-unsur ikhtilar dalam operasionalnya. Hal tersebut di dasari pada
peraturan setiap perusahaan bahwa dalam operasionalnya setiap driver
dilarang malakukan tindakan asusila dan harus menjunjung nilai-nilai
keislaman. Selain itu setiap driver harus dapat menjaga jarak dengan
penumpang agar tidak bersentuhan secara langsung atau berdempetan
meskipun duduk berdekatan.

2. Apabila dilihat menurut perspektif Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 tentang
Jinayah, maka operasional ojek di Kota Banda Aceh tidak termasuk kepada
perbuatan ikhtilat, hal ini didasari pada tidak terdapat unsur-unsur yang dapat
dikatagorikan kepada perbuatan ikhtilar dalam operasionlnya seperti

bercumbu, berciuma atau bepelukan yang disengaja.

4.2. Saran
Sebagai saran dalam menyusun skripsi ini, penulis ingin mengemukakan
himbauan dan saran kepada beberapa pihak yang terlibat dalam jasa ojek online di

Kota Banda Aceh khususnya dan kepada seluruh pembaca pada umumnya.
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1. Diharapkan kepada perusahaan ojek di Kota Banda Aceh agar dapat
membuat peraturan khusus tentang operasional serta penekanan terhadap
operasional ojek untun menghindari perbuatan ikAtilat.

2. Diharapkan kepada driver ojek online di Kota Banda Aceh agar dapat
berlaku sopan, santun serta melayani penumpang dengan baik dengan
menjunjung nilai-nilai agama.

3. Dihimbau kepada seluruh masyarakat khususnya pelanggan jasa ojek
online di Kota Banda Aceh agar dapat menjaga perbuatan dengan

menjunjung nilai-nilai keislaman serta sosial masyarakat Aceh.
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